
 

 

 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 66 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK                               

KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO,   

 

Menimbang :    a.  bahwa dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan air limbah 

domestik oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu dibentuk suatu 

standar pelayanan minimal pada Badan layanan Umum Daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Kabupaten Sidoarjo; 

 

Mengingat :      1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 



 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178 ); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1213); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi 



 

Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2018 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 87); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 

Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); 

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 52); 

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit 

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 

tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan 

Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

KABUPATEN SIDOARJO. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan   

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 

3. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.  

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik  

yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unit pelaksana 

teknis yang berada dibawah koordinasi Dinas yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang menerapkan Badan Layanan 

Umum Daerah; 



 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Daerah/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

daerah pada umumnya. 

6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar 

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

7. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 

diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. 

8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya 

secara minimal. 

9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha 

dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, 

perniagaan, apartemen, dan asrama atau bangunan lain dimana 

orang bertempat tinggal, berkumpul, dan atau bekerja, termasuk 

tinja. 

 

BAB II 

PENERAPAN SPM DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK   

 

Pasal 2 

SPM Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas: 

a. Jenis Pelayanan Dasar; 

b. Mutu Pelayanan Dasar; dan 

c. Penerima Pelayanan Dasar. 

 

Pasal 3 

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah 

domestik di Daerah. 

(2) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kuantitas 

dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria. 

(3) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c adalah bangunan rumah tangga, sosial, komersial di 

wilayah perumahan/permukiman, rumah makan, perkantoran, 

industri, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), perniagaan, 

apartemen, dan asrama atau kawasan tertentu yang termasuk 

dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan wilayah lain 

sesuai dengan kriteria pelayanan pengelolaan. 



 

 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik pada 

masyarakat, BLUD UPTD PALD melaksanakan Standar Pelayanan 

Minimal di bawah koordinasi Dinas. 

(2) Pimpinan BLUD UPTD PALD bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan yang 

dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati ini. 

(3) BLUD UPTD PALD wajib menyampaikan laporan teknis tahunan 

dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati 

melalui Kepala Dinas. 

(4) Penyelenggaraan SPM BLUD UPTD PALD tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

(1) Penyampaian laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

(2) Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a. hasil penerapan SPM; 

b. kendala penerapan SPM; dan 

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 

 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis 

penyelenggaraan SPM BLUD UPTD PALD melalui Kepala Dinas. 

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM BLUD 

UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta 

pemantauan dan evaluasi. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 6 November 2023 

         

BUPATI SIDOARJO, . 

 

ttd 

 

AHMAD MUHDLOR 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 6 November 2023 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

 ttd 

 

ANDJAR SURJADIANTO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 66 TAHUN 2023 

 


